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PEMERINTATI I{ABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim - painan Tetp. (O756) 21602

SURAT PERJANJIAN KER;IA

I(EIGIATAN:
EBANGIINAX/REIIABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

SEKOLAH DASAR (DAX REGULER 2019)

PEI(ER.IAAN:
PEMBANGIINAN JAMBAN BARU SDN 15 SUNGAI NTALO

Antara
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dengan
KEPALA SEKOLAH

Nom.or : 42lV/ SARpRAS-DAK-SD/ SWK/ DpK-pS/ 20 19
Tanggal : 2O Mei 2OL9

fui i,2i Sentn tanggal rhta Puluh butan Mei tahun Dua. Ribu sembilorn Be'14s, Ka ni gangfu.tanqan dl banoahini :

JAERT, S.Pd

Kuasa Peagguna Anggaran Bidang pembinaan Sekolah Dasan
Tahun Anggaran 2Ot9
JI. II. Agus Salim - paiaan

ik ultuk dan atas narrra Pemcrirrf-eiii Rcpublik Inclo:re sia cq. pemerintah Kabupaten pesisir
berdasarkan surat Keputusan Bupari Pesisir Selatan Nomor : goo/43/KWS/BpI-ps/201g
28 JANUARI 2019 selanjutnya disebur pihak penama

; ilASRLIOI{, S.Pd-SD

: Kepala Sekolah SDil lS Sungai Nyalo

: SungaiNyalo

dan atas namajabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusal Bupati pesisir SeLatan-' a2l/069/BKPSDM-2018 Tanggal 27 Februari 2018 yang seianjutnya disebut pihak Kedua

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri claram suatu peqianjian

3."^T1-1j3:'Kh3sus (DAK).Bid:rng Penrlidikan Tahun Anggaran 2o18 dengan ketenruan-dan syarat-syarat seperti dalam pasal_pasal di bawah ini :



Nomor

Tanggal

Pekerjm

: 42/ v/ SARPRASDAII SD/ SwK,/ DPK-PS/ 20 ) 9
:20MEI2019

JanbmBail SDN 15

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaErn pengadaan
barangljasa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik rndonesia Nomor 141 Tahun 2ol8 tanggal 31 Desember
2O18 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 menentukan
bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh panitia
Pembangunan Sekolah secara swakelola yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah
penerima alckasi DPJ( sebagai bagran integral caanqiemen berbasis sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2019 tanggal 18 Januari 2O19 Tentang Petunjuk Operasicnal penggunaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O19.

DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019,

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalnm suatu Perjanjian
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaral 2O19 dengan ketenruan-
dan syarat-syarat seperti 61alam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal L
TUJI'AI{ PER^'AITJIAN

Ferjanjian Kerja adalah unruk melalsanakan pekerjean di bawah ini :

Peabaaguaaa Janbalo Baru SDN lS Sungai llyalo
Kecaraatan Koto Xi Tarusan

Ecdua bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut fi6t6s 5efoag:imarra yang teicaltum dalam
Gambar sefta bertanggun8iawab penuh terhadap penggunaajr dala yang ditei"-ma.

ST'MBER DA}IA

dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaral

NIIJU PEKERJAAN

nilai pekerjaan tersebut dalam pefanjian ini adalah sebesar Rp. loo.ooo.ooo,oo
Juta Rupiah ) yang dibebankan pada DPA SKPD No. 1.O1.01.0 1.O1.t6.L62.tanggat 02 Januari

2.

3.

4.



Nomu
'Iutggal

Pek*jm

42/ V/ SARPRAS-DAI{ SD/ SWK/ DpK-pS/ 20 1 9

20 MEI 2019

J@nbmBaru SDN 15

PRNTSIP PEIIER.'AAT{

dalam pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2019 meliputi :

Haksanaan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

- &aerapan asas transparansi dan akuntabilitas,

- ftogutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,

-0flimafisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

,_

Pasal 5
PENGAWASAN & PEMERIKSAAI{

Untuk melakukan pengendalian peke{aan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan
pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan atas nama
Pihak Pertama dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak Kedua.

Pihak Kedua harus mematuhi segala petunjuk (dalam hal tekrris) dan atau perintah Direksi
Pekerjaan / Pihak Pertama.

Pihak Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai
dengan ketentuan pelaksanaannya, baik mengenai ketentuan administr-asi keuangan
maupun ketentuan teknis.

Pasal 6
JAIiIGKA WAI(TU PEI,AKSAIiIAAI{ 

.

wakru pelaksanaan yang disebutkan alalem pasal 1 pe{anjian ini diietapt<an seiama 12O (
Dua Puluh )-Hari Kalender, terhitung mulai saat diterimanva dana LI,AK Ta-hun Anggaran 2019

Pihak Kedua

Pasal 7
CARA PENYALIIRAN DAI{A

penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut:
Tahap I : 25Yo (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhal dana swakelola apabila
pelaksana swakelola telah siap untuk melaksanakan pekerjaan swakelola,

Tahap ll : 45%o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
pekerjaan telah mencapai bobot 25c% (Dua puluh lima perseratus),

Tahap lll : 3oo/o (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana su'akelola apabila pe kerj:ran
telah mencapai bobot 70olo (Tujuh puluh perseratus),



JambmBaru SDN 15

pembayaran disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

Rekening

Now
fmggal
Pekajaan

DAK SDIT 15 SUI{GAI I{YALO

o,4o/2.O2tO.As141-O

CAPEM TARUSAN

42/ V/ SARPRA*DAK. SD/ SWK/ DPK PS/ 20 T 9

20 MEI 2019

Rekening

Bank

2-

3.

Pasal 8
PE.KER.'AAIT TAMBAII Ifi'RAT{G

Penyimpangan-penyimpangan serta perubahan-pen-rbahan yang merupakan penambahan
atau pengurangan pekeg'aan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari
Pihak Pertema dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.

Adalya pekeq'aan tambatr kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah walrtu
pelaksanaan pekeq'aan kecuali atas persetujuan tertulis pihak pertama.

Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian pihak pertama sebagai akibat
perbuatan orang - orzmg yang dipekerjakannya.

Pasal 9
PEI,APORAIT

Pihak kedua wajib membuat laporan secara berkala *Jrrg".rri pelatsanaan pekerjaan /
kemajuan pekerjaan kepada Pihak Pertama.

Segala laporan atau catatan pekeg'aan dibuat dalam bentuk buku harian -yang telah
disetujui oleh Pihak Pertama dan harus ada dilokasi i.1..4.urr.
Pihak kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada |ihak Pertama foto-foto kegiatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapzrn pencairan dana.

laporan pertanggungjawaban kegiatan harus su<lah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ka,lender terhitung saat selesainya
pelalsanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :

Berita Acara Serah Terima,

Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran
lainnya,

Bukti setoran pajak,

Bukti teknis lainn-va



Nonor
'langgal

Peksjwr

: 42/ V/ SARPRASDAK.SD/ sWK/ DpK-pS/ 2O1 s
:20M812019

JambanBaruSDN 15

Pasal 10
sA}{xstr

*Eka dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diluar
tatas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera -".ry-u-i.ikan seca.ra tertulis
@ada Pihak pertama.

aPabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatal atau terjadi penylrnpangan
dai ketentuan yang berlaku dalam 66i**en teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pihak
krtama secara sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

Rmutusan/penghentian ss[egaiman4 dimaksud ayat 2 diatas kepada pihak
trbdua/penerima bantuan wajib mengcmbalikan seluruh dala dan disetorkan ke kas daerah

Pasal 1I
PAJAK

Pajakyang timbul akibat dari pelalsanaan kegiatal/pekerjaan wajib dipungut dan
disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dil{eara Kesatuan Republik Indonesia-

Pasal 12
FORCE U.6"rtuItE

Force M4ieure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaan yang sedang
berjalan sedangkan kejadiannya diluarkehendak/kewenangan dari pihak Kedua 

".1,..tibencana 2lam, epidemik, peperangan, pemogot;an, sabotase-, pemberontakan/demonstrasi.

:
Apabtla terjadi force majeure maka Pihal< Kedua segera memberitahukan kepada pihak
krtama seca-ra teftulis selambat-lambatnya dalam kurun w'al-ftr 3 (Tiga) hari sejak
tegadinya force majeure dengan dilengkapi bui<ti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak
berwenang.

Ebrdasarkan pemberitahuafl tertulis dari Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud da-lam
ryat (2) maka Pihak Pertarna akal melakukan evaluasi dan kajian lrotot mengambil
keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari pihak Kedua tersebut.

Apabila permohonan tertulis dari Pihak Kedua t6ntang force majeure diterima/disetujui
maka akan dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal,



Jam.bmBm SDN 15 Sungai

Pasal 13
PTIIUTI'P

Surat Perjanjian Kerja irri dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada
rtgn tanggal tersebut di atas. Surat Peg'anjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), 4 (empat)

diantaranya bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai
hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIEAI( KEDUA, PIIIAI( PERTATA,

Kuasa Pengguaa Aaggeranbtah SItf 15 Sulgairydo

v4,

Nomm

Tmggal
Pekerjmn

Ditetahui Otreh,
Kepala Dlaas PendidiAan dall

Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

H. ZT'LIIIFIJ.S.Pd.U.Pd
NIP. 19591231 198512 I OO5

42/ Vl SARPRASDAT<SD/ SWK/ DpK-pS/ 2O1 9
2A MEI 2019

JATRI. S.Pd
NrP. 19690530 199711 1 001199203 1 005


